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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya tersebut telah dicantumkan menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 pada prioritas I yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Pedesaan, program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) merupakan salah salah satu program pada prioritas I (satu) fokus 1 (satu) tentang Pembangunan Dan Penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial Khususnya Bagi Masyarakat Miskin. (Pedoman Umum Raskin 2009).
Program Raskin merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Disamping itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat.
Pelaksanaan Raskin yang telah mencapai lebih dari satu dekade ini, tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan seperti jarak untuk menempuh suatu desa yang jalanya rusak dan jauh dari perkotaan selain itu juga karena kualitas beras yang jelek sehingga masyarakat menolak Raskin itu sendiri dan berdasarkan pengamatan banyak mahasiswa yang melakukan aksi di depan Kantor Bulog dikarenakan kualitas Raskin yang jelek, semua itu disebabkan oleh keberagaman kondisi geografis dan budaya masyarakat setempat. Kendala lain adalah menyangkut dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Program Raskin yang masih bervariasi. Diantaranya ada pemerintah yang telah melakukan Raskin Daerah dengan dana APBD sebagai komplemen Raskin nasional. Namun masih banyak Pemerintah Daerah yang belum mengalokasikan dana pendamping dan dana talangan Raskin dalam APBD-nya. Penghargaan yang tinggi diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melaksanakan program Raskin sesuai indikator 6 (enam) Tepat, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas.
Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan mengintruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG (Badan Urusan Logistik) diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaanya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri. (Pedoman Umum Raskin 2009).
Sejak diluncurkannya program bantuan pangan bersubsidi pada Juli 1998 dengan sebutan Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras, sampai saat ini telah banyak pihak yang menyoroti, mengkritik maupun memuji pelaksanaannya. Perubahan nama program dari OPK menjadi Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) pada tahun 2002 bertujuan untuk lebih mempertajam ketepatan sasaran penerima manfaat (self targeting). (Pedoman Umum Raskin Tahun 2008).
Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), pemerintah melanjutkan Program Raskin sebagai salah satu program perlindungan sosial, yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTM. Raskin merupakan program perlindungan sosial, sebagai pendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas RTM. 

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM). Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. (Pedoman Umum Raskin 2009).
Program Raskin masuk dalam kluster (kelompok) I program penanggulangan kemiskinan tentang bantuan dan perlindungan sosial, yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam pencapaian tujuan. Efektifitas program Raskin 2009 dapat ditingkatkan melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait seperti Perguruan Tinggi baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. (Pedoman Umum Raskin Tahun 2009).
Raskin merupakan salah satu program dari 3 Kluster upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu Kluster I (Bantuan dan Perlindungan Sosial), Kluster II (PNPM Mandiri), dan Kluster III (Kredit Usaha Rakyat). Program Raskin masuk di dalam Kluster I bersama program perlindungan dan bantuan social lainnya seperti Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sepuluh tahun program Raskin telah dilaksanakan pemerintah untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang telah dirasakan manfaatnya untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat. Karena itu pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk program Raskin. (Pedoman Umum Raskin 2009).
Tim Koordinasi Raskin Pusat yang dibentuk pada tahun 2008 berupaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan program Raskin dari aspek ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan kualitas, serta ketepatan waktu. Proyek percontohan Warung Desa merupakan salah satu upaya perbaikan akan terus dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan secara nasional, tentunya bersama pemerintah daerah. Program Raskin harus direncanakan secara terkoordinasi dengan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta stakeholders terkait lainnya, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif masing-masing daerah. Guna menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan operasional dan tertib administrasi Program Raskin. Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang ada di Desa Kramatlaban, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTM/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto. Desa Kramatlaban adalah salah satu Desa yang mendapatkan Titik Distribusi yaitu tempat atau lokasi penyerahan beras oleh SATKER (Satuan Kerja) Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Desa atau lokasi lain yang dapat dijangkau oleh Penerima Manfaat Raskin, dan Penerima Manfaat Raskin tersebut di sesuaikan dengan Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang ada di Desa Kramatlaban. Setelah peneliti melakukan observasi awal pada lokasi penelitian dan wawancara dengan masyarakat setempat, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Kramatlaban dalam penyaluran Raskin, antara lain:
Pertama, kenyataan di lapangan bahwa harga tebus Raskin melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.600,-/Kg netto dan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terdapat 80 warga yang menebus dengan harga Rp. 2000,- dan 51 warga menebus dengan harga Rp. 1.800,-. Kedua, terdapat Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) yang sudah tidak sesuai dengan data riil di Desa dan seharusnya dilakukan musyawarah Desa sebagai media verifikasi dengan tanpa mengubah jumlah Pagu RTS-PM setiap Desa. Dalam musyawarah Desa melibatkan Aparat Desa, Tokoh masyarakat dan perwakilan dari RTS. Adapun Kriteria RTS yang dinyatakan tidak sesuai meliputi: (1) RTS pindah tempat ke luar Desa, (2) RTS yang sudah tidak layak sebagai penerima manfaat (meningkat menjadi rumah tangga mampu). Ketiga, dalam masalah Mekanisme Pembayaran dan Administrasi yaitu tidak diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain), tetapi hanya dicatat sendiri secara langsung oleh Aparat Desa, padahal seharusnya Penerima Manfaat Raskin memiliki Kartu identitas diri sebagai tanda pengenal supaya pembagian Raskin terlihat tertib dan merata. Adapun bentuk Kartu Raskin adalah seperti di bawah ini.
Gambar 1.1 Kartu Raskin Tahun 2009
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Sumber: Pedoman Umum Raskin Tahun 2009
Keempat, jumlah beras Raskin yang dibagikan kepada RTS-PM tidak merata, fakta di lapangan yaitu sebesar 10 kg bahkan ada juga yang mendapat 20 kg, sedangkan ketentuannya yaitu 15 kg. Kelima, kualitas beras yang diterima oleh Pihak Desa dari gudang BULOG tidak sesuai dengan standar kualitas beras BULOG, artinya kualitas berasnya jelek dan warnanya tidak putih.
Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional (Studi Kasus Program Raskin di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Tahun 2009)”

1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan pra penelitian ke Desa Kramatlaban, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Harga tebus Raskin melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan yaitu sebesar RP. 1.600,-/Kg netto.

2. Terdapat Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) yang sudah tidak sesuai dengan data riil di Desa.
3. Tidak diberi identitas (Kartu Raskin atau dalam bentuk lain), tetapi hanya dicatat sendiri secara langsung oleh Aparat Desa, padahal seharusnya Penerima Manfaat Raskin memiliki Kartu identitas diri sebagai tanda pengenal.
4. Jumlah beras Raskin yang dibagikan kepada RTS-PM tidak merata.

5. Kualitas beras yang diterima oleh Pihak Desa dari gudang BULOG tidak sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.
1.3. Perumusan Masalah
Karena peneliti melakukan tipe penelitian deskriptif, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional (Studi Kasus Program Raskin di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincag Tahun 2009)?”.
1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan penelitian yaitu “Untuk mengetahui tingkat Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional (Studi Kasus Program Raskin di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Tahun 2009)”.
1.5.     Manfaat Penelitian

Dari judul penelitian Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional (Studi Kasus Program Raskin di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Tahun 2009). Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara lebih detail penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Secara teoritis

a. Untuk mengembangkan teori yang sudah diperoleh selama dalam perkuliahan,
b. Sebagai bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya,
c. Untuk memberikan pengaruh yang positif bagi seluruh mahasiswa, khususnya peneliti agar termotivasi untuk meningkatkan kualitas belajar dan memberikan wawasan yang lebih luas lagi.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk  Pemerintah Daerah pada umumnya dan Desa Kramatlaban pada khususnya selaku pihak yang berwenang terhadap pelaksanaan Program Raskin supaya lebih baik dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi semua yang terlibat dalam pelaksanaan Raskin.

1.6.  Sistematika Penulisan
Penulisan ini dibagi dalam tiga bagian yang masing-masing terdiri dari sub-bagian, yaitu sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari:
1. Latar Belakang Masalah

Menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang paling umum hingga menukik ke masalah yang paling spesifik, yang relevan dengan judul Metode Penelitian Administrasi.
2. Identifikasi Masalah

Adalah mengidentifikasi dikaitkan dengan tema/topik/judul dan fenomena yang akan diteliti.
3. Perumusan Masalah

Adalah memilih dan menetapkan masalah yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian.
4.  Tujuan Penelitian

Adalah mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan.
5. Manfaat Penelitian

Adalah menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuan penelitian.

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN, terdiri dari:

1. Deskripsi Teori

Adalah mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian, kemudian mengusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk menyusun hipotesis.
2.  Kerangka Berfikir

Adalah menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa ia mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan dalam hipotesisi biasanya untuk memperjelas maksud peneliti, kerangka berfikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang menunjukan alur pikir peneliti serta kaitan antar variable yang diteliti.
3.  Hipotesis Penelitian

Adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti, dan akan diuji kebenaranya.
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN, terdiri dari:

1.  Metode Penelitian

Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Dapat berbentuk ; descriptive, case study, dan sebagainya.
2.  Instrumen Penelitian

Menjelaskan tentang proses penyususnan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, proses pengumpul data, dan teknik penentuan kualitas instrumen.
3.  Populai dan Sampel Penelitian

Menjelaskan wilayah generalisasi atau proposal penelitian, penetapan besar sampel, dengan teknik pengambilan sampel serta rasionalisasinya.

4.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menjelaskan teknik analisis dan disertai rasionalitasnya. Teknik analisis data harus sesuai dengan sifat data yang diteliti.
5.  Lokasi dan Jadwal Penelitian

Menjelaskan lokasi dan alasan memilih lokasi penelitian, terkait tempat dan jadwal penelitian tersebut dilaksanakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Deskripsi Data

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan.
3. Pengujian Persyaratan Statistik

Melakukan pengujian terhadap persyaratan statistik dengan menggunakan uji statistik tertentu. Misalnya pengujian validitas menggunakan Product Moment, pengujian Reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach, pengujian normalitas dan frekuensi. Hasilnya ditempatkan dalam batang skripsi, sedangkan perhitungan lengkapnya ditempatkan dalam lampiran.
4. Pengujian Hipotesis

Melakukan pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan uji t-test satu sampel. Hasil akhir dari uji tersebut yaitu teruji tidaknya hipotesis nol penelitian.

5. Interpretasi Hasil Penelitian

Melakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. Kendatipun hasil analisis statistik itu sendiri sudah merupakan suatu kesimpulan namun belum memadai tanpa ada interpretasi yang dikaitkan dengan rumusan masalah.

6. Pembahasan

Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Terhadap hipotesis yang diterima barangkali tidak ada persoalan, tetapi terhadap hipotesis yang ditolak harus diberikan berbagai dugaan yang menjadi penyebabnya. Pada akhir pembahasan peneliti dapat mengemukakan berbagai keterbatasan yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan penelitian. Keterbatasan ini dapat dijadikan rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang menjadi objek penelitian, demi pengembangan ilmu pengetahuan..
BAB V PENUTUP

1. Kesimpilan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. Selain itu kesimpulan juga harus sejalan dan sesuai dengan permasalahan serta hipitesis penelitian.

2. Saran
Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis. Seyogyanya saran praktis lebih operasinal sedangkan saran teoritis lebih mengarah pada pengembangan konsep atau teori.
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